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PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ o TAHUN 2020
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG TERHADAP 2 RANCAN

Menimbang

Mengingat

La.

—

GAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan
Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah, dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan
Toko Swalayan di Kabupaten Batang telah dibahas
bersama oleh DPRD Kabupaten Batang bersama Bupati,
dan hasil pembahasannya telah disetujui  oleh
Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal
30 Nopember 2020;

bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten
Batang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Terhadap 2 Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1I Batang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
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Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomqr
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentar}g
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3726);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 8
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomgr
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3718);
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9 Tahun 1998 tentang
Usaha Kecil (Lembaran
hun 1998 Nomor 46,
lik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 3
Pembinaan dan Pengembangan
Negara Republik Indonesia Ta
Tambahan Lembaran Negara Repub
3743);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perijinan Berusaha Terintregrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah
Tahun 1963 Nomor 9 Seri A);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat
Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah Tahun
1993 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank
Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah (PD)
menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I
Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Batang Nomor 1);
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Menetapkan :

KESATU

31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Kepada
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Nomor 10);

39. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Batang Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Usaha Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Nomor 10);

33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perusahaan Perseroan Daerah BPR BAPERA Kabupaten
Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun
2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Nomor 13);

35. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP 2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2020.

: Menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Batang, yang terdiri atas :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang
Penambahan Penyertaan Modal Kepada Badan Usahan
Milik Daerah;

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pembinaan
Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten
Batang;

dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana

tercantum dalam laporan hasil pembahasan Panitia Khusus

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan

hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
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KEDUA

KETIGA

: Persetujuan sebagaimana

: Keputu

dimaksud diktum KESATU

dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara

dituangkan
at Daerah Kabupaten Batang dengan

Dewan Perwakilan Raky
Bupati Batang.
san ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 November 2020

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG
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